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ABSTRAK 
Dalam ketentuan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 
(TIPIKOR) di dalam Bab Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti 
luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar 
negeri, yang menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik. Dalam Pasal 12 B ditegaskan bahwa 
tidak semua pemberian hadiah atau gratifikasi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Agar menjadi 
pidana maka penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian 
gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan pihak yang menerima gratifikasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaturan mengenai gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi 
dan bagaimana penerapan Pasal gratifikasi tersebut dalam praktek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
terutama mengenai proses pembuktiannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif di mana peneliti 
berusaha melakukan penelitian sinkronisasi hukum terhadap data sekunder yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan dan buku-buku serta tulisan ilmiah para pakar hukum. Penelitian ini bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian di mana pengetahuan atau teori-teori tentang objek yang ingin diteliti sudah ada 
dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian; sedangkan sumber data yang digunakan adalah 
sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Karena gratifikasi 
merupakan bagian dari tindak pidana korupsi maka Undang-Undang yang dipergunakan adalah undang-
undang yang sama yang digunakan oleh tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. 
UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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I. PENDAHULUAN 
Tindak pidana korupsi yang begitu marak terjadi belakangan ini menimbulkan banyak keprihatinan di 
berbagai kalangan. Banyak cara yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memenuhi keinginan, ambisi, dan 
kepentingan pribadinya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya korupsi di 
Indonesia.  
Rumusan dari tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tidak pidana korupsi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 
2. menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, 
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Salah satu bentuk korupsi yang berkembang di masyarakat adalah Gratifikasi. Gratifikasi adalah 
pemberian-pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, tiket perjalan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan pemberian fasilitas- fasilitas  lainnya. 
Gratifikasi berasal dari kata gratification yang berarti perasaan kepuasan dan kebahagiaan; oleh karena 
itulah gratifikasi secara umum diartikan sebagai tanda terima kasih, balas jasa, dan ungkapan syukur. Dari 
sisi bisnis, gratifikasi juga dapat dipahami sebagai kepuasan kerja bagi karyawan. Dalam psikologi, 
gratifikasi dipandang sebagai salah satu bentuk afeksi atau perhatian terhadap orang lain yang dapat 
berfungsi sebagai penghargaan dan dorongan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. 
Gratifikasi dapat juga diartikan sebagai konsep hukum yang berarti hadiah balas jasa atau tunjangan 
jabatan yang diberikan majikan kepada pekerja di luar upah atau gaji yang menjadi hak karyawan. Balas jasa 
itu sering mencerminkan hubungan emosional yang erat sehingga kebanyakan diberikan pada kesempatan 
khusus, misalnya pada hari raya, perolehan keuntungan suatu perusahaan atau adanya hubungan dinas yang 
lama (KPK, 4: 2006). 
Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses di pengadilan untuk menentukan benar tidaknya 
terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Proses pembuktian ini merupakan salah satu 
cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran mengenai salah atau tidaknya si terdakwa dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.  
Pasal 53 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membentuk 
Pengadilan Tindak Pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana 
korupsi. 
 Landasan hukum gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 
No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 12 B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 
Tahun 2001 berbunyi: “Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara 
dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi itu bukan 
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
2. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 
suap dilakukan oleh penuntut umum. 
Selanjutnya dalam ketentuan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Bab Penjelasan Pasal 12 
B ayat (1), gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 
rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas 
lainnya baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan sarana elektronik 
maupun non elektronik. 
 
II. PERMASALAHAN 
1. Bagaimana pengaturan mengenai gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi? 
2. Bagaimana penerapan Pasal gratifikasi tersebut dalam praktek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
terutama mengenai proses pembuktiannya? 
 
III.METODE PENELITIAN 
Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif di mana peneliti berusaha melakukan penelitian 
sinkronisasi hukum terhadap data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-
buku serta tulisan ilmiah para pakar hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian di mana 
pengetahuan atau teori-teori tentang objek yang ingin diteliti sudah ada dan ingin memberikan gambaran 
tentang objek penelitian; sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi 
bahan hukum primer, sekunder dan tertier. 
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Mengenai Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi 
Dari segi bahasa gratifikasi menurut kamus besar hukum berasal dari bahasa belanda yaitu Gratificatie 
atau dalam bahasa inggrisnya yaitu Gratification yang berarti hadiah uang. Sedangkan  Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mengartikan  gratifikasi sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang 
ditentukan. Dalam ketentuan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 
Korupsi (TIPIKOR) di dalam Bab Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) dijelaskan bahwa gratifikasi diartikan 
sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima dari 
dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik. 
Rumusan Pasal 12 B Undang-Undang TIPIKOR menegaskan bahwa tidak semua pemberian hadiah atau 
gratifikasi dimasukan sebagai perbuatan pidana; agar menjadi pidana maka penerima gratifikasi itu harus 
pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau 
pekerjaan pihak yang menerima gratifikasi; tetapi dalam Pasal 12 C ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU 
No.20 Tahun 2001 dijelaskan juga bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak 
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima; dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat 
menjadi milik penerima atau milik negara. 
Seseorang dapat dikenakan gratifikasi apabila ada hubungan pekerjaan antara si pemberi dan si penerima 
gratifikasi, di mana si penerima gratifikasi tersebut adalah seorang pejabat atau penyelenggara negara. Dalam 
Pasal 12 B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa objek dari 
gratifikasi adalah Pejabat Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri. Pejabat Penyelenggara Negara dan 
Pegawai Negeri adalah pelaku dalam organisasi pemerintahan; dan berdasarkan UU No.28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara, disebutkan bahwa pihak-pihak sebagai Pejabat Penyelenggara Negara adalah 
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, 
Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain (Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota), Pejabat lain 
yang Mempunyai Fungsi Strategis (Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktiral pada BUMN dan BUMD; 
Pimpinan BI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada 
lingkungan Sipil dan Militer, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek. 
 Walaupun batas minimum belum ada namun ada namun ada usulan dari pemerintah melalui Menkominfo 
pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000 supaya tidak dimasukan dalam kelompok 
gratifikasi. 
 
B. Penerapan Pasal Gratifikasi Dalam Praktek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terutama 
Mengenai Proses Pembuktiannya. 
Masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian rupa dan mempermalukan bangsa ini. Di dunia 
Internasional reputasi Indonesia merupakan salah satu yang terburuk bahkan masuk kedalam salah satu 
negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Negara pun sudah banyak melakukan segala hal untuk 
mengatasinya. Salah satunya dalah dengan cara menyusun undang-undang anti korupsi, pembentukan 
institusi anti korupsi, kampanye anti korupsi, perbaikan sistem administrasi dan pengawasan para 
penyelenggara negara, serta usaha-usaha yang lainnya; namun korupsi tetap berlangsung, bahkan kini 
diistilahkan dengan “Korupsi Berjamaah” (KPK, 1: 2006). 
Salah satu praktek korupsi yang cukup sulit diatasi adalah gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih. 
Daya jangkau hukum terhadap praktek gratifikasi ini masih sangat lemah sehingga mempermudah para 
pejabat atau penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah masih banyak yang menganggap 
Gratifikasi atau Pemberian tanda terimakasih itu sebagai hal yang wajar. Salah satu contoh kecil dari 
gratifikasi yang masih sulit dijangkau adalah pemberian parcel pada saat hari raya. 
Banyak kasus mengenai gratifikasi yang yang melibatkan orang-orang besar di negara ini sudah di 
tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti 
Kasus Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum di mana bentuk Gratifikasi yang diterima anas adalah 
1 (satu) unit mobil Harrier; Akil Mochtar terkait dengan penerimaan hadiah dan janji dalam penanganan 
perkara yang dilakukan Akil Mochtar di lingkungan Mahkamah Konstitusi; Ahmad Fathanah terkait dengan 
kasus gratifikasi penetapan kuota impor daging sapi. 
Landasan hukum gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 
No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 12 B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 
Tahun 2001 berbunyi: “Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara 
dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi itu bukan 
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 
suap dilakukan oleh penuntut umum. 
Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur 
bahwa mengenai asas pembuktian terhadap gratifikasi juga dapat diterapkan asas pembuktian terbalik. 
Karena gratifikasi merupakan bagian dari korupsi maka alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan 
alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yaitu alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 
KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya; Dalam Pasal 26 huruf A memperluas 
pengertian sumber perolehan dari hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut 
Pasal 26 huruf A alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari bahan-bahan hasil sarana elektronik atau alat 
optik seperti rekaman data atau informasi lainnya. 
Dari sekian banyak kasus besar mengenai gratifikasi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Koruspi (Pengadilan TIPIKOR) adalah kasus gratifikasi 
yang melibatkan Ahmad Fathanah terkait dengan kasus gratifikasi penetapan kuota impor daging sapi. 
Ahmad Fathanah ditangkap karna terlibat Gratifikasi Seksual, dimana Ahmad Fathanah ditangkap dalam 
sebuah kamar hotel di Jakarta bersama dengan seorang perempuan muda; KPK menemukan uang sebesar 
Rp.980 juta di dalam mobil Ahmad Fathanah dan masing-masing Rp.10 juta di kantong Ahmad Fathonah dan 
wanita muda tersebut; Dalam persidangan di Pengadilan TIPIKOR Jakarta terungkap fakta bahwa wanita 
muda tersebut mengakui pemberian uang sebesar Rp.10 juta tersebut untuk “menghibur” Fathanah dikamar 
hotel itu. Terhadap gratifikasi seksual, gratifikasi jenis ini belum ada aturannya, gratifikasi yang ada saat ini 
hanya dalam bentuk rupiah. Menurut Dr. Yenti Garnasih, SH. MH. (Pengamat Hukum Pidana Universitas 
Trisakti) pemberian layanan seksual bukan hal baru dalam urusan suap menyuap. Dalam suatu proyek 
biasanya para pihak akan memberikan apa saja agar bisa mendapatkan tender, termasuk menyediakan 
layanan seksual; dilanjutkan oleh beliau bahwa dalam sebuah persidangan dirinya pernah dipanggil menjadi 
saksi dimana dalam kasus tersebut ada sebuah bank yang uangnya habis untuk membayar berbagai layanan 
seksual hanya saja pembuktiannya sulit; beliau juga menjelaskan bahwa menurut beliau paling tidak harus 
terpenuhi 3 (tiga) unsur pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi, pejabat yang disuap, dan pelayan 
 seksual itu sendiri; biasanya pelaku prostitusi dalam perkara ini tidak pernah tersentuh. Menurut KPK 
membuktikan Gratifikasi Seks memang tidak mudah kecuali dalam hal tertangkap tangan; Tertangkap tangan 
disini bukan berarti tertangkap tangan ketika sedang menikmati gratifikasi, melainkan tertangkap tangan pada 
saat sedang melakukan transaksi gratifikasi. Jadi dalam hal ini, para pihak dalam transaksi itu yang terdiri 
dari pemberi gratifikasi, penerima gratifikasi, dan perempuan pemberi layanan gratifikasi tersebut tertangkap 
tangan secara bersama-sama sedang melakukan transaksi gratifikasi. Pembuktian gratifikasi seks agak 
berbeda dengan pembuktian gratifikasi lainnya, gratifikasi lain seperti tiket perjalanan dapat dibuktikan 
dengan bukti tertulis. Gratifikasi seks dapat dibuktikan jika orang yang memberi “layanan” seks kepada 
pejabat negara tersebut mengaku, dan didukung pula dengan hubungan komunikasi seperti SMS maupun 
media elektronik lainnya. 
 
V. SIMPULAN 
1. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas 
lainnya baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan sarana 
elektronik maupun non elektronik; Di mana penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau 
penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan pihak 
yang menerima gratifikasi. Tetapi hal ini menjadi tidak berlaku apabila penerima melaporkan 
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 
hari kerja sejak gratifikasi itu diterima dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang 
waktu 30 hari kerja sejak menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik 
penerima atau milik negara. 
2. Karena gratifikasi merupakan bagian dari korupsi maka terhadap gratifikasi juga dapat dikenakan 
sistem pembuktian terbalik dan alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan alat-alat bukti yang 
digunakan dalam tindak pidana korupsi, yaitu alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 
KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa; dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya; di mana dalam Pasal 26 
huruf A memperluas pengertian sumber perolehan dari hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 188 
ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal 26 huruf A alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari bahan-bahan 
hasil sarana elektronik atau alat optik seperti rekaman data atau informasi lainnya. 
SARAN 
1. Mengingat gratifikasi sudah merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat pemerintah 
sebaiknya membuat landasan hukum tersendiri yang khusus mengatur mengenai gratifikasi; Dimana 
landasan hukum tersebut harus tegas dan jelas dalam membuat suatu landasan hukum positif 
mengenai gratifikasi terutama mengenai besar jumlahnya dan unsur-unsur sehingga suatu perbuatan 
dapat dikatakan gratifikasi. Selain itu pemerintah juga sebaiknya juga harus mensosialisasikan 
mengenai gratifikasi ini kepada semua lapisan masyarakat, karena gratifikasi ini dapat terjadi 
dilapisan masyarakat dengan segala profesi yang dijalaninya.  
2. Landasan hukum positif mengenai gratifikasi tersebut harus bisa mengikuti perkembangan jaman 
mengingat terus berkembangnya tekhnologi dan cara-cara modern yang dapat digunakan sebagai 
fasilitator untuk melakukan gratifikasi. 
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